BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli yang sudah menjadi kebiasaan antara CV Hartono Jaya
dengan petani tembakau di Kabupaten Jombang pada dasarnya sah, hanya
saja terdapat beberapa kekurangan sehingga kerap kali menimbulkan
wanprestasi, apabila ditinjau dari obyek yang diperjanjikan dengan
ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata mengenai obyek perjanjian. Obyek
perjanjian jual beli tembakau yang dilakukan antara CV Hartono Jaya dan
Petani tembakau di Kabupaten Jombang telah disebutkan jumlah dan jenis
tembakau yang dipesan, namun dengan sistem jual beli pre-order petani
sebagai penjual sendiri belum dapat memastikan pokok barang yang
diperjualbelikan, sehingga tidak dapat menentukan pasti jenis apa yang
nanti akan menjadi hasil panennya dan tidak ada jaminan bahwa tembakau
yang dipesan nantinya akan sesuai dengan tembakau hasil panen dari
petani tersebut. Apabila perjanjian sah, maka akibat hukumnya bahwa
perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak dan berlaku
sepertinundang-undang (asas pacta sunt servanda).

2. Tata niaga dalam perjanjian jual beli tembakau di Kabupaten Jombang
belum dapat memberi kebebasan kepada petani sebagai produsen maupun
penjual untuk dapat menentukan harga jual priduknya. Bargain power

petani masih rendah apabila dibandingkan dengan pedagang atau industri-
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industri rokok. Adanya PERMENTAN No 23 Tahun 2019 merupakan
suatu titik terang bagi petani tembakau untuk mendapatkan harga jual yang
pantas, meskipun adanya PERMENTAN ini belum mampu secara
fluktuatif menaikkan harga jual tembakau sesuai keinginan petani.
PERMENTAN No 23 Tahun 2019 setikdaknya mampu menaikkan
kembali pasar tembakau lokal, karena adanya persyaratan tertentu untuk
melakukan impor tembakau, yaitu dengan bukti pembelian hasil pertanian
tembakau lokal sebanyak dua kali lipat dari jumlah yang akan diajukan

untuk impor.

B. Saran

1. Perlunya penyuluhan dan pendalaman hukum khusunya hukum perjanjian
kepada CV Hartono Jaya dan para petani mengenai syarat sahnya
perjanjian, sehingga kedepannya dapat membenahi sistem jual beli yang
diterapkan dan membuat perjanjian dengan sistem jual beli pre-order.
Untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Sebaiknya dalam perjanjian
ditembahkan klausul-klausul yang mengatur mengenai resiko apabila
terjadinya gagal panen, atau penurunan kualitas tembakau yang menjadi
obyek perjanjian. Klausul tersebut dapat berupa ketentuan mengenai batas
penurunan harga apabila hasil panen tembakau yang akan disetorkan
ternyata memiliki kualitas yang lebih buruk daripada yang diperjanjikan.
Hal ini untuk menghindari kerugian sepihak yang mungkin dialami oleh

petani tembakau, dan apabila terdapat klausul yang jelas dan disepakati
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kedua belah pihak maka akan lebih adil sesuai dengan asas
proposionalitas.

Perlunya regulasi khusus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Jombang
terkait tata niaga tembakau, mengingat bahwa tembakau merupakan
komoditas yang besar di daerahnya. Hal ini perlu agar tata niaga dapat

berlangsung secara adil, efisien bagi kedua belah pihak.
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